BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 640 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-JABAR NUR MENJADI TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI 5 PALMATAK KECAMATAN PALMATAK

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegerian dan untuk
meningkatkan akses serta mutu layanan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK]
yang dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat
penting sebagai pelayanan dasar yang harus disediakan
oleh Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga mengajukan perubahan status satuan PAUD
yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau
pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada
bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian
Taman Kanak-Kanak Al-Jabar Nur menjadi Taman
Kanak-Kanak Negeri 5 Palmatak Kecamatan Palmatak;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten  Kepulauan Anambas
di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668),

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 624);

1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020;

2. Surat Kepala TK Al-Jabar Nur Kecamatan Palmatak
Nomor 23/TK.JN/07.2024 perihal Penyerahan Seluruh
Aset TK Al-Jabar Nur kepada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Penegerian Taman Kanak-Kanak Al-Jabar Nur menjadi
Taman Kanak-Kanak Negeri 5 Palmatak Kecamatan
Palmatak;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku pembina

dan pengawas wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan

supervisi satuan PAUD yang dinegerikan, meliputi hal-hal
sebagai berikut:

a. pemantauan dilakukan dalam rangka pembinaan dan
evaluasi satuan PAUD yang dinegerikan;

b. evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga,
program dan pengelola satuan PAUD yang dinegerikan;

c. evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Kepala
Daerah; dan

d. supervisi dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap
satuan PAUD yang dinegerikan, termasuk pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Menyerahkan seluruh aset TK Al-Jabar Nur melalui Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk masuk sebagai
Barang Milik Daerah;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-4-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal |19 November 2025

2 Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas aTempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
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